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Menimbang :

Mengingat

a.

KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah untuk
pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan analisis standar belanja dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipertimbangkan
kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu
kegiatan yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan
kebutuhan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bungo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 27359);

2. Undang-Undang........ 2
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2010 tentang
Sistem Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

15. Peraturan...... 3
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15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

—
.

i

Daerah adalah Kabupaten Bungo;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom;

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo;

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disinglkat ASB adalah Standar yang
digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja
yang dianggarkan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk
melaksanakan suatu kegiatan fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bungo;

Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Aktivitas
ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit kegiatan
masing-masing Perangkat Daerah,;
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7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim

yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD;

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN
ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 2

(1) ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar dalam penilaian
kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam
melaksanakan suatu kegiatan fisik;

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam
penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan fisik yang
dianggarkan oleh Perangkat Daerah;

(3) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan penggunaan anggaran
belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat
dipertanggungjawabkan;

(4) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah belum terakomodir dalam peraturan ini, Kepala Perangkat Daerah
mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan
akuntabel setelah dicermati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan
sebagai berikut:

a. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya
kegiatan fisik dan menentukan tingkat efesiensi dan ekonomi dari RKA
Perangkat Daerah yang diusulkan;

b. Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah;

c. Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat
Daerah).

(2) Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b maka fungsi pengawasan Pemerintah Daerah dapat
menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah
rupiah plafon untuk tiap kegiatan fisik yang tercantum pada Dokumen
RKPD, KUA dan PPAS;

(3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam
menyusun anggaran kegiatan fisik sehingga perangkat daerah mempunyai
kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah besaran
dalam mata uang rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan fisik.

(1) Penerapan........ 5
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Pasal 4

(1) Penerapan ASB bertujuan untuk:
a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan fisik sesuai dengan tugas
dan fungsinya,
b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada
tolok ukur kinerja yang jelas;
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan
daerah.
(2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk
pengendalian angggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran kegiatan
fisik yang ditetapkan merupakan anggaran yang efesien dan ekonomis.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dilakukan oleh Kepala Perangkat
Daerah.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Bungo

BAB 1V
ANALISIS STANDAR BIAYA

Pasal 7

(1) ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(2) Dalam hal terjadi perubahan standarisasi harga barang dan jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dilakukan penyesuaian
berdasarkan kondisi yang terjadi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo

Nomor 54 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor
54) tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2022

orw
L

i b | o g%
/@/ BUPATI BUNGO,

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 2022
SEKRETARIS KABUPATEN BUNGO,
MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR

e ——— 1

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN |

UKUM

\ KAB_BUNGO |
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